BAB !

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Ma<alah

Suatu negara dapat dikatakan berlasil, apabila negara lersebut mampu
memajukan kesejahkraan sclurub jakyammya. Untuk memenuhi kesejahseraan
tecsebut diperlukan dana yang sangat besar jumlahnys, yang berasal dari
penerimaan negara. D Indonesia, salah satv sumber peneTimaan negzrm yang
sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan seita bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraap masyanakst sdalah penerimzao pajak. Penevimaan
pajak sendiri bergantung dari peranan pemerintah dan terulama masyarakat

{Wajib Pajak).

Untwok mendukung penerimaan negara dari sektor perpajskan, pemerintah
sclalu mengedakan perubazhan-petubahan kebijakan dibidang perpojakan. Hal
teisebut diantasanya dapat dilihat dalam inteasifikasi pajak dan ekensifikasi
pajak. Intensifimasi pajak merupakan kegiatan mengoptimalkan penerimaan pajak
tevhadap wajib pajak yang telah serdaftar atau tercatat dalam Direkiorat Jendesat
Pajak (DJP) yang diarahkan sebagai upaya meniagkatkas penerimaan darni sumber
pajak. Dan ekstensifikasi merupakan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan
pajak deagan cara mendalangi sehouh wajib pejak wrtuk diberikan informas
mengenai pajak. Intensifikasi dan ekstensifikasi tidak akan berhasil tanpa
dilandaskan olch sdminisBasi pajak yang baikk dan sngks) \esadaran dan

masyarakat akan kewajibannya.
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Penerimaan pajak scbagai sumber pendapatan negaia sesuai dengan fungsi
utama pajak itu sendini, yaitu fuogsi sebagai sumber keuangan nega@ (pedgerair)
dan fungsi mengatur fregulorend). Dalam fungsinya sebagai bdudgerair, pajak
merupakan sumber dans bagi pemernintah untuk membiayai pengefeaaniya.
Sebagai regularend, pajak scbagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini scsuai dengan
program yang dicanangkan pemerintah yaitu membiayai pembangunan sendiri,
dengan maksud mengusangi ketgantungan terhadap pinjaman luar ocgeri

{mengurangi huteng negara).

Kondisi penervaaan negara dan sektor petpajakan pada 1ahun 2011 berada
dibawah target yang ditetapkan, hal iri berdasarkan www.pajak.go.id yang
menyatakan bahwa :

Realisasi penerimaan negara dari scktor perpajakan hingga Desember 2011
hanya mencapai Rp872,6 triliun, dan penerimaan pajak tersebut dibawah tasges

yang dilewpkan. Peuyehab tidak tzw:amuxya tget geverimazn perpajakan
dikarerakan target pajak dalam negeri yang tidak sesusi haiapan. Pajak
penghasilan (PPh) hanya teiealisasi Rp430,8 triliun dari sarget scbesar Rp432
triliun. Realisasi panervaaan pajak pertambahan nilai (PPN) jauh di bawah target,
hanya Rp277 uiliun dan target sebesar Rp298,4 triliun. Realisasi PPN hanya
92,8% dari targe! yang ditetapkan dalam APBN-P 20t1.

Peningkalan penerunaan PPN yang hanya sedikit bukan semata-mate
kesalahan pereeviotah tetapi juga tergantung dan wajib pajaknya. Hal tersebut
juga dijelaskan oleh Dircktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, yang mengatakan :
“Ada dua hal yang membuat realisasi penerimaan PPN tidak mencapai target.

Pertama, tingkat kepatuhan dan tertib wajib pajak yang belum optimal atau masih
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